PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
JL Hyas Yakub - Painan Telp. (0756} 21080 Fax. (0756) 465208

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR: 188.4/ 38 /Kpts/DSPPrPA-PS/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN/TINDAKLANJUT PENGADUAN
LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT
SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2023

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PESISIR SELATAN,

Menimbang : a. bahwa agar pengaduan masyarakat dapat
ditindaklanjuti secara cepat, tepat dan tuntas, maka
perlu  membentuk Tim Penanganan/Tindaklanjut
Pengaduan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online
Rakyat (LAPORY} Sistem Pengelolaan Pengaduan
Pelayanan Publik Nasional (SP4N) Dinas Sosial,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Pesisir Selatan;

b. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan tentang
Pembentukan Tim Penanganan /Tindaklanjut
Pengaduan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online
Rakyat (LAPORY Sistem Pengelolaan Pengaduan
Pelayanan Publik Nasional (SP4N} Dinas Sosial,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlimdungan Anak
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indomesia Tahun 1956
Nomor 25}, sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat Il Sarolangun-Bangko dan
Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah



Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomeor 2755]}; «

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik ({Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 11 Tshun 2009 tentang
Kesejahteraan Sesial, (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4967});

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038};

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587}, sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran WNegara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573};

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601};

. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5357};

. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang

Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);

. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan
Pelayanan Publik Secara Nasional;



Menetapkan :

KESATU

KEDUA

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 tentang Road
Map Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik
Nasional Tahun 2020-2024;

11.Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2
Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak;

12.Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5
Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran
2023;

13.Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 167
Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

14 Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor
067 /97 [Kpts/BPT-PS/2023 tentang Pembentukan Tim
Pengelolaan Pengaduan Layanan Aspirasi dan
Pengaduan Online Rakyat Sistem  Pengelolaan
Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Pemerintah
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

: Membentuk Tim Penanganan/Tindaklanjut Pengaduan

Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPORY)
Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional
(SP4N} Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023,
dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Keputusan ini;

: Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Diktum

KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Menerima disposisi laporan pengaduan dari Admin
Instansi LAPOR SP4N Pemerintah Kabupaten Pesisir
Selatan dan melakukan pemeriksaan substansi atas
laporan vang masuk;

b. Menyampaikan laporan pengaduan kepada bidang teknis

sesuai substansi pengaduan;

Menindaklanjuti laporan sesuai lingkup kewenangan;

Memberikan jawaban atas hasil tindakianjut pengaduan

melahui Aplikasi LAPOR SP4N.

f o



KETIGA : Segala biaya vang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal : 19 Juni 2023
KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
/Ki}ﬁ}IPATEN.,Pﬂ%IS[R SELATAN
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LAMPIRAN I :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR
TANGGAL
TENTANG

188.4/ 38 /[Kpts/DSPPrPA-PS/2023

19 JUNI 2023 ¢
PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN/
TINDAKLANJUT PENGADUAN LAYANAN
ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT
SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN
PELAYANAN PUBLIK NASIONAL DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PESISIR
SELATAN TAHUN 2023

Susunan Tim Penanganan/Tindaklanjut Pengaduan
Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR})
Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N)
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2023
. | KEDUDUKAN DALAM i : .
RO ORCANISAS . Km& X 5 JABEE‘”AN
1. | Penonggung Jawab | WENDRA ROVIKTO, SSTP, MSi | KepalaDinas
2. | Sekretaris EVA SUSANTI, SIP Sekretaris
Anggota HARTETI, SH Kepala Sub Bagian Umum
dan Kepegawaian
Anggota LETTI SILVIA H_, SST, SS, M.Si | Jabatan Perencana Ahli
Muda
4. | Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial
- Koordinater | AFRIDA, SH . Kepala Bidang
Pemberdayzan dan
- Rehabilitasi Sosial
Anggota DAFRIZAL Y, SS Jabatan Fungsional Sub-
Substansi Pemberdayaan
Sosial
Anggota ' JON MARTA HENDRA, SKM Jabhatan Fungsional Sub-
Substansi Rehabilitasi
; Sosial
Anggota ASNAF A.S.H Jabatan Fungsional Sub-
Substansi Potensi Sumber
Kesejahteraan Sosial dan
Penanaman Nilai-Nilai
Kepahlawanan
5. | Bidang Perlindungan Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
Koordinator | ELIREN YANA YORI, M.Pd Kepala Bidang
Perlindungan, Jaminan
Sosiai dan Penanganan
Falir Miskin




Anggota

SKA WATI HERLE, SKM

Jabatan Fungsional Sub-
Penanganan
Fakir Miskin

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Koordinator

Anggota

Anggota

Anggota

Hj. SYOFIANER], SH
HILDA ZUSWARNI, SE

NOVRINI YANTI, S.Pd

YULIA NOVITA, SE

‘Kepala Bidang
“Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak
Kahupaten Pesisir selatan
Jabatan Fungsional Sub-
Substansi Peningkatan
Kualitas Hidup dan
Pemberdayaan Perempuan
Jabatan Fungsional Sub-
Substansi Pemenuhan Hak
dan Perlindungan Anak

Jabatan Fungsional Sub-

- Substansi Data dan

Informasi

Admin Pengelola
Pengaduan

- 1. TESA GUSRIANI

Staf pada Dinas Sosial,

| Pemberdayaan Perempuan
 dan  Perlindungan Anak
' Kabupaten Pesisir Selatan

2. DENI RAHMAN, S.AP

| Staf {Analis Pelayanan

Sosial] pada Dinas Sosial,
Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak
Kabupaten Pesisir Selatan

3. WEDYA OKTRA, SAP

Staf (Analis Pelayanan
Sosial] pada Dinas Sosial,
Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak
Kabupaten Pesisir Sclatan

4. SITI HARIKSA AMALIA,
S. Stat

- Staf {Analis Data dan

Informasi})] pada Dinas

{ Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak

Kabupaten Pesisir Selatan

SIAL, PEMBERDAYAAN

INDUNGAN ANAK

PESISIR SELATAN




